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ABSTRAK
Kekuatan kepemilikan objek hak tanggungan yang diperoleh melalui proses lelang telah diatur sedemikian rupa, tetap saja berdasarkan praktek peradilan yang terjadi, terdapat banyak gugatan yang dilakukan untuk membatalkan proses lelang, yang sudah barang tentu bertujuan pula untuk membatalkan proses kepemilikan yang diperoleh pemenang lelang, sehingga hal tersebut akan menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi pemenang lelang dalam memliki objek hak tanggungan. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenang lelang objek hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pemegang Hak Tanggungan terhadap pemenang lelang apabila terdapat Putusan Pengadilan yang membatalkan proses lelang
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan rumus statiska.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yaitu eksekusi pengosongan yang dibantu oleh pengadilan. Perlindungan hukum secara preventif telah dilakukan dengan adanya akta risalah lelang. perlindungan hukum secara represif dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk eksekusi paksa terhadap debitur yang tidak bersedia mengosongkan obyek lelang secara sukarela. Pertanggungjawaban pemegang hak tanggungan terhadap pemenang lelang apabila terdapat putusan pengadilan yang membatalkan proses lelang pada dasarnya mengenai pembatalan lelang pada dasarnya lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. Apabila ada pembatalan maka pengembalian objek lelang dengan permintaan ganti rugi dapat dilakukan. Hambatan adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak dapat berjalan efektif, titel eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan tidak berjalan dengan efektif, janji pengosongan obyek hak tanggungan tidak berjalan dengan efektif, sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah pihak bank dan pemerintah memanfaatkan ketentuan yang dibuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lelang, Hak Tanggungan
ABSTRACT



The ownership power of the mortgage right obtained through the auction process has been regulated in such a way, still based on judicial practices that occur, there are many lawsuits made to cancel the auction process, which of course also aims to cancel the ownership process obtained by the auction winner, so that That will make there is no legal certainty for the winner of the auction in possessing the object of mortgage. Identification of the problem carried out is how the legal protection of the winner of the object of mortgage bond rights is connected with Act Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Related to the junto Land Act Number 10 of 1998 Concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and how is the responsibility of the Underwriting Right Holder for the winner of the auction if there is a Court Decision canceling the auction process



The research method the researcher did was the research specification carried out was analytical descriptive. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data Collection Techniques are library studies, namely by searching and collecting and reviewing the laws and regulations, the draft law of research results, scientific journals. Data analysis was performed by Qualitative Juridical Analysis, which is the analysis used without using the static formula.



The form of legal protection for auction winners is the execution of vacancies assisted by the court. Preventive legal protection has been carried out with the presence of the minutes of the auction. repressive legal protection by asking the court for help in the forced execution of debtors who are not willing to empty the auction object voluntarily. The responsibility of the holder of the mortgage against the auction winner if there is a court decision that cancels the auction process is basically about canceling the auction. Basically the auction that will be held can only be canceled at the request of the seller or based on a decision or decision from the judicial institution. If there is a cancellation, the return of the auction object with a request for compensation can be made. Obstacles are Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Land-Related Objects that cannot run effectively, the executable title in the mortgage certificate does not run effectively, the promise of emptying the mortgage right object does not work effectively, whereas the solution that can be done is the bank and the government utilize the provisions made in Article 6 of Act Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Related to Land
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian 

              Perekonomian Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 33 tersebut diperluas yang intinya bahwa perekonomian Indonesia merupakan demokrasi ekonomi yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Dalam rumusan tersebut berarti Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar dan titik tolak bagi pembangunan ekonomi nasional, dengan demikian negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam kaitan peran dan tanggung jawab negara tersebut di atas, serta untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu pengaturan dalam hal penerimaan negara. Alinea Empat dari Pembukaan UUD 1945 merupakan pencerminan Pembangunan Nasional dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional hanya dapat dicapai dengan adanya pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh dan dapat menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara materiel maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berkaitan dengan jaminan, istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Zekerheid atau cauti. Zekerheid atau Cauti mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagiahannya, disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, dan penjelasan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni “Tanggungan”.
Sementara itu berkaitan dengan hak tanggungan, Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa ”segala harta kekeyaan debitur baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan-perikatan perseorangan”.  Pasal 1131 KUH Perdata, sudah merupakan jaminan utang yang berlaku umum yang memungkinkan terjadi pemberian jaminan oleh seseorang kepada kreditur. Harta kakayaan debitur akan menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata). 
Konsekuensinya adalah hasil dari penjualan benda–benda yang menjadi kekayaan debitur akan menjadi dan akan dibagi kepada semua kreditur secara seimbang (proposional) berdasarkan besarnya nilai piutang masing-masing dan status krediturnya. Prosedur pembebanan hak tanggungan yaitu, secara sistemik pemberian, pembebanan dan pendaftaran hak tanggungan. Awal dari adanya pemberian dan pembebanan hak tanggungan, ialah adanya janji antara pemberi dan penerima hak tanggungan dimana pemberi berjanji akan memberikan dan menyerahkan hak miliknya sebagai jaminan pelunasan terhadap utang hak tanggungan terpisahkan dengan perjanjian utang piutang itu sendiri.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum dalam bentuk Tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Objek Hak Tanggungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pemenang lelang dalam pelaksaan eksekusi lelang?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemegang Hak Tanggungan terhadap pemenang lelang apabila terdapat Putusan Pengadilan yang membatalkan proses lelang?
3. Bagaimana hambatan dan solusi yang harus dilakukan oleh pemenang lelang apabila terdapat Putusan Pengadilan yang membatalkan proses lelang?
BAB II

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Objek Hak Tanggungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat  dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Objek Hak Tanggungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
BAB III
PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemenang Lelang Dalam Pelaksaan Eksekusi Lelang

Pelaksanaan eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila pihak yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan pengadilan. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua pihak mentaati bunyi putusan pengadilan tersebut dengan sepenuhnya Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bilamana putusan tidak ditaati dan bagaimana cara pelaksanaannya.
Adanya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan adalah karena adanya kewajiban dari debitur kepada kreditur yang tidak terpenuhi, karena sebelumnya telah dibuat suatu perjanjian anatara debitur dan kreditur dengan ditanda tanganinya harta pemberian hak tanggungan yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan didaftarkan di kantor pertanahan. Suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur maka pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan.
Lelang eksekusi hak tanggungan tidak memerlukan perintah dari ketua pengadilan untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum, kreditur pemegang hak tanggungan (dalam hal ini adalah bank/Turut tergugat II, selaku pemegang hak tanggungan) yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat langsung mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan penjualan objek tanggungan terhadap debitur yang telah melakukan cidera janji.
Mengenai penetapan waktu lelang, setelah ditetapkan tentang waktu pelaksanaan lelang, kemudian Ketua Pengadilan Negeri selaku pemohon lelang melaksanakan pengumuman lelang pertama dan kedua dalam tenggang waktu 15 hari. Jadi pengumuman lelang yang ke II dengan pelaksanaan lelang tidak boleh kurang dari 14 hari. Apabila setelah pengumuman lelang yang ke II juga tidak ada pelunasan/penyelesaian, maka lelang dilaksanakan dan pada prinsipnya yang dimenangkan adalah yang mengajukan penawaran tertinggi dan diatas limit.

Berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor: 267/RBC-R6/0910 tanggal 28 September 2010 perihal permohonan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan surat teguran SKPT/SKT, maka kepala KPKNL mengeluarkan surat nomor: S-2180/WKN.2/KNL.0201/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal penetapan jadwal lelang.
Penjual/Bank telah melengkapi dengan Surat Pendaftaran Tanah (SKPT) atas objek lelang eksekusi yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT Nomor: 409/PKM/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Permohonan lelang yang diajukan oleh Bank/Turut telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat lelang kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”. 

B. Pertanggungjawaban Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Pemenang Lelang Apabila Terdapat Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Proses Lelang
Kepastian dan perlindungan hukum telah diberikan oleh Mahkamah Agung  Republik Indonesia lewat dikukuhkannya sebuah yurisprudensi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008 Tanggal 21 Januari 2009 dalam Rakernas MA Tahun 2011, dengan kaidah hukum:
Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar lelang eksekusi pun memiliki irah-irah yang sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap), tidak dapat dibatalkan;
Bahwa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;
Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang (terlebih meminta untuk diletakkan sita ataupun blokir), yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang.

Prinsip yang sama juga berlaku terhadap pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan terhadap agunan, hanya dapat menggugat ganti rugi berupa suatu nominal tertentu kepada debitor/pemberi agunan, bukan menuntut pembatalan akad kredit ataupun agunan yang diikat sebagai jaminan kebendaan terlebih blokir ataupun sita jaminan terhadap objek tanah. Karena pada karakteristiknya, kreditor dan pemenang lelang adalah pihak ketiga yang tidak tahu-menahu atas sengketa pribadi antara debitor/pemberi agunan terhadap pihak lainnya yang merasa ditipu, dirugikan, atau klaim lainnya yang bisa jadi hanya merupakan klaim sepihak tanpa dasar, alias rekayasa yang diskenariokan debitor nakal.
BAB IV

KESIMPULAN
Bedasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan hukum pemenang lelang dalam pelaksaan eksekusi lelang dilakukan dengan pengosongan yang dibantu oleh pengadilan. Apabila tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli; apabila pengosongan bangunan tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela maka pembeli dapat meminta bantuan pengadilan negeri setempat untuk pengosongannya. Perlindungan hukum secara preventif telah dilakukan dengan adanya akta risalah lelang. perlindungan hukum secara represif dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk eksekusi paksa terhadap debitur yang tidak bersedia mengosongkan obyek lelang secara sukarela.

2. Pertanggungjawaban pemegang hak tanggungan terhadap pemenang lelang apabila terdapat putusan pengadilan yang membatalkan proses lelang adalah pembatalan maka pengembalian objek lelang dengan permintaan ganti rugi dapat dilakukan.
3. Hambatan pemenang lelang apabila terdapat putusan pengadilan yang membatalkan proses lelang dengan melihat pelaksanaan eksekusi hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dapat dikatakan tidak dapat berjalan efektif, titel eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan tidak berjalan dengan efektif, janji pengosongan obyek hak tanggungan tidak berjalan dengan efektif, kreditur tidak melakukan pengikatan hak tanggungan dengan sempurna, ketidaksesuaian pendapat tentang harga lelang antara debitur dengan pejabat lelang, gangguan dari pihak ketiga saat pelaksanaan eksekusi, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pembatalan pemenang lelang berkorelasi terhadap lemahnya kekuatan hukum pemegang lelang dalam menguasai objek lelang. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah pihak bank dan pemerintah memanfaatkan ketentuan yang dibuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tentang hak untuk melakukan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri selain memanfaatkan ketentuan PP No. 33 Tahun 2006. Selain itu ketentuan Pasal 6 dan 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang mengatur pemegang hak tanggungan pertama yang dapat melakukan penjualan di bawah kekuasaan sendiri, apabila terjadi penjaminan secara bertingkat, hal tersebut akan menjadikan kekuatan hukum bagi pemenang lelang apabila terdapat putusan pengadilan yang membatalkan proses lelang dalam menguasai objek lelang
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